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Menko PMK Tegaskan Kehadiran Negara Tangani Masalah Kesehatan TKI Illegal

Kuala Lumpur (13/03)--- “Saya akan mencoba dengan berbagai cara bersama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya masalah kesehatan, yang dialami para TKI illegal yang saat ini sedang ditangani KBRI di Kuala Lumpur,” demikian pernyataan Menko PMK, Puan Maharani, dalam acara rapat khusus dengan para diplomat RI di Kedubes RI di Kuala Lumpur, Senin siang.

Pernyataan Menko PMKini tentu sesuai dengan Program Nawacita yang menyatakan bahwa Negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada WNI di manapun berada, termasuk yang sedang mengadu nasib di luar negeri. Jumlah TKI illegal di Malaysia diperkirakan mencapai 1,3 juta orang tetapi jika ditambah dengan mereka yang illegal jumlahnya dapat mencapai tiga kali lipatnya. Dari jumlah yang illegal itu, sekitar 108 orang kini berada di tempat penampungan sementara KBRI Kuala Lumpur dan banyak yang sudah mengidap penyakit menular. Jika tidak segera ditangani, akan membahayakan diri mereka dan dapat menular ke orang lain jika kembali ke Tanah Air.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Nila F. Moeloek, yang juga menghadiri rapat khusus yaitu bahwa sebagai wujud dari tanggung jawab Negara, Pemerintah akan berupaya mencari jalan keluar secepatnya terhadap masalah kesehatan para TKI illegal, baik  yang sekarang ditangani KBRI maupun mereka belum sempat didata secara akurat. Menkes menyayangkan bahwa masalah TKI semestinya tidak akan sekompleks seperti ini apabila seluruh proses pemberangkatan, termasuk persyaratan kesehatan mereka, dilakukan dengan teliti dan penuh tanggung jawab. 

Dengan dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, saat ini sedang digalakkan pendidikan vokasional dan ini akan penting untuk meningkatkan keterampilan TKI yang akan berangkat ke luar negeri sebagai TKI terampil yang pada gilirananya tidak akan hanya meningkatkan pendapatan mereka tetapi juga meningkatkan harkat dan matabat perempuan Indonesia di luar negeri. Harapannya, kasus TKI illegal semacam ini apalagi dengan diperberat dengan masalah kesehatan yang serius tidak akan terulang lagi di masa mendatang.

Menko PMK menekankan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), berbagai langkah koordinasi telah dan terus digalakkan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan TKI illegal yang saat ini sudah banyak tersangkut perdagangan orang. Tak kalah pentingnya adalah upaya penegakan hukum sebagai implementasi UU no 27/ 2007 tentang TPPO.

Sementara itu, Andreano Erwin, Wakil Duta Besar RI di Kuala Lumpur yang saat ini menjabat sebagai Kuasa Usaha Ad Interim, menjelaskan bahwa berbagai masalah yang dihadapi KBRI selama ini, terutama terkait nasib para TKI yang sedang sakit, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Saat ini ke-108 orang TKI illegal ditampung di dua rumah penampungan sementara. Banyak TKI masuk ke rumah penampungan dalam kodisi sudah sakit atau telah pernah dirawat di RS setempat dan belum tuntas kesembuhannya. Ada juga yang sudah dirawat di Rumah Sakit tetapi tidak mampu membayar dan KBRI yang kemudian harus menanggung biayanya.  Tidak semua TKI, khususnya yang illegal memiliki asuransi kesehatan. Mereka banyak yang megidap penyakit menular seperti TBC, meningitis, kanker serviks, herpes dan bahkan ada pula yang sudah positif AIDS. 
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